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BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG
PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN

Di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan
efisiensi pelayanan publik dan pernberdeyaan
masyarakat Desa/Kehyahan dalam
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan,
pembangunan dan kernasyarakatan, maka
dipandang perlu dilakukan Evaluasi Kinerja
Kecamatan,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota
melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan
dan kelurahan setiap tahun dan melaporkan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Guberrur selaku
wakil pemerintah pusat,

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Indragin Hilir tentang
Penilaian Evaluesi Kinerja Kecamatan D1 Kabupaten
Indragari Hilir.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Indragiri
Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah Lembaran Negara Repubik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2754):



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik ilembaran Negara Republik
Irdonesyja Tahun 2009 Nomor 1:2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 214 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undane-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Nepara Republik indonesia Tahun 2015
Namor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5679),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan fLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

5.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indoresia
Tahun 20209 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemor 65731:

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322):

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036| sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negen Nemor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Taun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Repubtik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157):



10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2019
tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan Di Provinsi Riau
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomar 19j:

11. Peraturan Bupat Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun
M16 terang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragini Hilir
(Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016
Nomer S1),

12. Peraturan Supati Indragiri Hilir Nomor 52 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN EVALUASI
KINERJA KECAMATAN DI KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adaiah Kabupaten Indragiri Hikr.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
Bupati adalah Bupali Indragiri Hihr.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten indragit Hilir,
Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah.

6. Kecamatan atau disebut dengan nama lan adalah kecamatan
dilingkungan pemerintah Kabupaten Indragrri Hilir.

7. Camat adaiah Camat dilingkungan Pernerintah Kabupaten Indragin Hibr.
8. Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan yang selanjutnya disebut PEKK

adalah suatu penilaian secara sistematis terhadap keseiuruhan data
hasil kerja Camat beserta staf yang merupakan kinerja Kecamatan yang
terukur dengan indikator kinerja kecamatan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

3.

5.

Pasai2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupeii ini adalah sebagai pedoman untuk
memvalidasi dan memverifikasi hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di
kecamatan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Ppati ini adalah :

a. menilai kondisi empirik dah pelaksanaan urusan pemerintahan
Kecamatan:

b. menpukur tingkat capaian penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan,



a.

memotivasi Kecamatan sebagai perangkat dacrah yang memiliki peran
strategis dalam penyelenggaraan urusan penyelenggaraan Pemerintahan,
mendorong kesmambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar
penyelenggara pemerintahan diwilayah Kecamatan guna mempercepat
pelaksanaan pembangunan,

. mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi dalam€.
menyelenggarakan program pembangunan yang terkait dengan
peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan
meringkaikan kapasitas aparatur Kecamatan dalam menyelenggarakan
pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perckonornian masyarakat
diwilayah kerjanya.

Pasal 4

Ruarg Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliput :

Asas PEKK,
Pelaksanaan PEKK:b.

C. Wakru Pelaksanaan PEKRK.

BAB II
ASAS PERK

Pasal5
Pelaksanaan PEKK berpedoman pada asas :

a. Transparansi, yakni penilaian evahuasi kinerja dilakukan dengan
melibatkan unsur aparatur pemerintahan yang terkait dengan
tanggungjawab pembinaan kinerja Kecamatan,
Akuntabitas, yakni penilaian evaluasi kinerja berdasarkan pada capaian
kinerja tertentu yang dapat diukur,
Partisipasif, yakni penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya
keterlibatan stakehoider untuk mengembangkan efektivitas kinerja
Kecamatan:
Sinergi, yakni penilaian evaluasi kinerja diselenggarakan secara terpadu
antara pemerintah dengan pemerintah daerah,
Inovatif, yakni penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya
pengembangan kemampuan kinerja Kecamatan:
Kreativitas, yakni perilaian evaluasi kinerja menghargai pengembangan
proses pericapaian kineja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi
Kecamatan : dan
Adil, yakni penilaian kinerja Kecamatan lidak memihak pada sulah satu
pihak yang menjadi objek penilaian.

b.

d.

.

t

BAB Il
PELAKSANAAN PEKK

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal6
(1) Sasaran PEKK meliputi :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan
sesiai dengar ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum,



b. koordinasi kegiatan pemerintahan Kecamatan seria membina dan
mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa:

c. penyelenggaraan sebagaian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
umttik melaksanakan sebagian urusan pemerintahan,

d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Kabupaten yang tidak dilaksanakan oteh unit kerja Perangkat Daerah
Kabupaten yang ada di Kecamatan dan melaksanakan tugas lain
sesuai dengan ketentuan perindang-undangan, meliput :

1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan,
2. fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal

diwrlayaimnya:
3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah

Kecarpatan: dani
4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat

diwilayah Kecamatan kepada Bupati.
(2) hasil kerja pemermtahan Kecamatan :

@. inovasi Camat yang terkait dengan penyelenggaraan palayanan publik.
b. penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan.

(3) kompetensi Camat.

Fagian Kedus
Indikator Kinerja

Pasal 7

(1) PEKK dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja.
(2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 11)

mempetimbangkan kondisi objektif dan kapasitas penyelenggaraan
pemerintahan oleh perangkat Kecamatan.

(3) Kondisi objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, urusan pemerintahan
umum dan penyelenggaraan tugas fain:

b. kepemimpinan serta kompetensi Camat dalam melaksanakan
akselerasi program dan kegiatan serta inovasi yang terkait dengan
pelayanan pubik.

(4) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 12) diberi skor dan
nilai tertentu untuk menghasilkan pemeringkatan kecamatan.

(5) Apabila hasil penilaian memiliki skor akhir sama, Tim Penilai dapat
mempertirabangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan
kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dani
indikator kinerja.

(S5) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
lampiran 1 dan merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tim PEKK

Pasal 8

(14 Untuk melaksanaan PEKK dibentuk Tim PEKK.
(2) Susunan keanggotaan Tim PEKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

terdiri atas :



2. Pembina : Bupas
b. Pengarah : Wakil Bupati
Cc. Penanggung Jawab

:

: Sekretans Daerah
d. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat
e. Sekretans : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
I. Anggota Kepala Perangkat Daerah Kabupaten terkait

h

(3) Tim PEKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Sekretariat
dan Tim Teknis yang berasa! dari perangkat daerah terkait.

(H Tim PEKK, Tim Teknis dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada
ayal aval (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Persyaratan Tim Teknis dari perangkat daerah terkeit sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kcempat
Tugas Tim Teknis dan Sekretariut Tim

Pasal9

(1 Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mempunyai
tugas :

a. Melakukan penilaian atas indikator kinerja tertentu dan menentukan
hasil peringkat kinerja Kecamatan:

b. Menandatangani Benta Acara Evaluasi Kincra Kecamatan: dan
Lu. Melaporkan kepadu Bupati husil PEKK dar mengusulkan urulan

peringkat Kecamatan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2 Dalam menentukan peringkat kinerja Kecamatan, Tim Teknis

berepedoman pada asas sebagaimana diatru dalam Pasal 5.

Pesal 19

Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) mempunyai
tugas :

a. Membantu Tim Teknis dalam menyiapkan dan menghimpun data
dan /atau dokumen bahan penilatan Tim,
Mengarsipkan dokumen bahan penilaian Tim)
Muernfasiltasi rapal-rapal Tim Teknis dan Tim PEKK: dan
Melaksanakan tugas-tugas lain untuk membantu kelancaran
pelaksanaan tugas Tim Teknis dan Tim PEKK.

Bagian Kelima
Hasil Evajuasi

Af

Pasal 11

(ll Hasil PEKK digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan
kinerja Kecamatan.

(2) Kecamatan yang ditetapkan sebagai peringkat pertama sebagaimana,
djusulkan untuk mengikut Penilaian Kinerja Kecamatan tingkut Pruvinsi.

(3) Bupati menyampaikan hasil PEKK kepada Gubernur dan tembusan
kepada Menteri Delam Negeri.



Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 12

UhKecamatan peringkat pertama diberikan penghargaan berupa uang
pembinaan, tropi, piagam penghargaan dan Camatnya direkomendasikan
sebagai kader pemerintahan yang potensial untuk mendukung jabatan
eseion yang lebih tinggi dan berhak mengikuti lomba tingkat provinsi.

(2) Kecamatan peringkat kedua dan ketiga diberikan penghargaan berupa
uang pembinaan, tropi, piagarn penghargaan.

(3) Besara uang pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
jumiahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketujuh
Pembinaan

Pasal 13

(TH) Bupati reemberikan pembinaan bagi Kecamatan yang memperoleh
peringkat terendah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. Teguran administratif: dan
b. Pembinaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAR IV
WAKTU PELAKSANAAN PEKK

Pasal 14

(1) Kegiatan PEKK dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2) PEKK dilakukan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Kecamatan pada tahun sebeiumnya.

Pasal 15

Kegiatan PEKK dilaksanakan peda bulan Mei tahun berkenaan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan kegiatan PEKK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Indragiri Hilir
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan (Berita
Daerah Tahun 2013 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati imi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 2 fauslus Zozi
BUPATI INDRAGIRI HILIR

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN
Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 1 Aguslus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021 NOMOR ba

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS CAERAH
KABUPATEN INGRAGIR! HILIR
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

SA ana, Ub

PAS KERALA BAGIAN
HUKUM
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Lampiran I

PERATURAN BUPATI INDKAGIRI HILIR
MOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN DI KABUPATEN INURAGIRI HILIR

INVIKATOR KINERJA PENILAIAN EYVALUASI HINERJA KECAMATAN

1. BOMFETENBI CAMAT DAN KOORDINABI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

BIDANG BANGAT| BAIK | CUKUP | KURANG | TIDAK
BAIK | (80) | BAIK BAIK BAIK
(90) (T7Oj (sj 1oj

ni

2. Terpenutunya 6 syarat kompetensi “Camat
dilihat dari syarat /kriteria sebagai Kepala
Pemerintahan dan terdokumentasi dengan

lengkap
:

Memenuti syarat sesuai dengan
pendidikan:

- Kepangkatan:
- Keseraan dalan mengkuh Diklatpan

Tinpkat HE |

- Kemampuan/perahamar tentang PP
Nomer 17 Tahun 2018:

- kemampuanf/pemahaman tenteng tugas-
tupas UMUM perneintahan, dan
Kemampuan /pemahaman letntang tugas-
tugas oo dekegaif oo yang dilimpahkan
Bupati/Walikota.

b. Tempenuhinya 6 syarat kompetensi Camat x
dilihat dad syarat kritera sebagai Kepala
Pemerintahan dan terdokumentasi :
- Memenuhi syarat sesuai daan

pendidikan,
Kepangkatan,
Kesertaan dalam mengikuti Diklatpim
Tirekat IN,

- Kemampuan/poenahaman tentang PP
Namar 17 Tahun 2014:

- Kemampisn/pemahaman tentang tigas-
tupz:s umum pemerintahan: dan

- Kemampuan pemahaman temtang tugas-
tugas delegatf oo yang dilimpahkan
Bupatif/ Wadikota.

c. Bis Camat telah memilid 4-5 dai 6 5.4

syarat /kriteria sebagai Kepala Pemerintahan
d. bia Camat telah memio 1-3 dan - x

syaratkriteria sehagai Kepala Pemerintahan
e. Bia Camat tidak memilid syara/kriteria Xx

sebaga Kepala Fee tahan

2. Terpenuhinya 7 kampetenal sebgai Pengguna —x
Anggaran dan terdokumentasi dengan lengkap

Adanya penyusunan RKAK:
- Penyusunan pelaksanaan anggaran,
- Kemampuan membuat perjanjian sesuai

anggaran:
Kemariptan mengelola utang dan pritang
Kemampuan mengekla barang kekayaan
daerah,
Kenampusi menyusun kecangan, dan
Melaksanakan Tugas Pengguna
Aneguranf Barang sesuai dengan kuasa
yang diterima.

1



1

b. “Terpenuhbinya 7 kompetensi sebal Pengguna

Anggaran
dan terdokumeniasi:

Adanya penyusunan RKAK:
Penyusunan pelaksanaan anggaran,

- Kemampuan membuat perjanjian sesuai
anpgaran,

-— Kemampuan mengelola utang dan piutang:
- Kemampuan mengelola barang kekayaan

darrah:
- Kemampuan menyusun keuangan: dan
- Melaksanakan kupas Pengguna

Anggoran/ Barang sesuai dengan kuasa
yang ditma.

pp
|
ta
g

Terpenuhinya 4-5 dari 7 kompetensi sebagai
Pengguna Anggaran
Terpenuhinya 1-3 dari 7 kompetensi sebagai
Pengguna Anggaran
Tidak memiliki kompetensi pengelotaan
Anggaran

Terpenutunya 5 kompetensi Carnat dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
dat terdokumemtasi dengan lengkap :

- Kogrdinasi dengan Koramil dalam
menciptakan ketahanan sea ancaman,

- Koordras dengan kepotsian dalam
menciptakan ketentraman/ketertiban
jam masyarakat,

- Keordinagd denpan Puskesmas dalam
menjaga dan mermlihara kesehatan
mesarakai,
Koordinasi dengan EJA dalam
menegakkan UU
Perkawmnan/BAZ/Kegjatan agama lainnya:
Koordinasi dengan UPT Perdidikan dalam
merertibkan dan memajukan pendidikan:
dan
Koordinasi dengan Sub Dinas PU dalam
pembangunan dan penggunaan fasilitas
Umum dalam wilayah kerja Camat.

Terperuhnys & kompetensi Camat dalam
perselengkaraan Urusan Pemerintahan Umum
dan terdokumeniasi :

- Koordna dengan Koramil dalam
menciptakac ketahanan serta ancaman,
Ksordinas: dengan kepolisian dalam
menciptakan kerenteraman/ ketertiban
dalam masyarakat,
Koordinasi dengan Puskesmas dalam
menjaga dan memlihara kesehatan
masyarakat:
Koordinasi dengan KUA dalam
menegakkan Ul
Perkawinan/ BAZ/ Kegpatan agama lanmnyas
Koordinasi dengan UPT Pendidikan dalam
meneribkan dan memajukan pendidikan,
dan

- Koordinasi dengan Sub Oiasa PU dalam
pembangunan dan penggunaan fasilitas
uraumo dalam wilayah kerja Camat.

Mengkoordinir penerapan dan penegakan
peraturan perundang-undangan 3- kegistan
Menyelenggarakan koordinasi peretapan dan
peregakan peratiran perundang-undangan i-
2 kepiatan
Tidak menyelenggarakan koordinasi
penerapan Yanpenegakam peraturan
perundang-undangan

-



2. KOORDINASI KEGIATAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

|

BIDANG SANGAT | BAIK | CUKUP' KURANG |TIDAK |BAIK | yaop | mam | mam BAIK
| i9aj ga |

tea
o

— ”
1 21 | 4

4
e—

a. MesnvelrOegarakan berhugai kunrdmasi x | —
emberdayaan masyaraka! z 5 kegiatan |

»—— erdokumeninai dengan lengkap :

b. Menyelenggarakan berbagai koordinasi x
: pemberdaraan masyarakat 2 5 kegiatan |

|

Lo endkumeritasi Tn 1
c. Menyelenggarakan berbagai pordmasi x |

pemberdayaan madsyerakat daan” -#
kegiatan — KA DE |

Cd. Merelenggarakan berbagai kerdma xz

| pgmbenjalaanmasyarakat 1-2 kegiatan | 1 ' | Ao .MeinMerahelenggarak:17 kordinasi ! | I T x

PN Meniftooelinta koorelinusi bidurg Trantib| 21)kegiatan terdokumenlasi dengan engkap
b. Menyelenggarakan kuortiinasi bidang Trantib 'x

2 S kegiatan terdokumentasi 1
Cc Menyelenggarakan koordinasibideng Trantib z
. 3-4 kegiatan“d Menyelenggarakan koondmasi bidang Trantib

— x 1

| D2 kegatan . AL ———

c. Tidak menyelenggarakan koordinasi bidang z
Tran uh

dengkurdinir “penetapan dan
peraturan perundang undangan : 5 kegiatan

—ferdokumrntasi dengan kmgkap

Ia

"bh MenMengkeardinir pensrapan dun penegakan xi
peraturan perundang-undangan 2: 5 kegiatan

00 terdokumentasi 0.

Cc€ Mengkroriwmir penerapan dan penegakan ' x
peraturan perundang-undangan 3-4 kegiatan Il

&. Mengkoordinr penerapan dan penegakan
| x

peraturan perundong-undangan 1-2 kegiatan |

(Ce. Tedak per wkenggarakan kom nd arteri LX
penarapan dan penegakan peraturan
perum tang- undangan

a. Metwkoordinir pemeliharaan prasarana uan Xx
Talia pelayanan umum £ 3 kepatan

Lo. terdakumentan dengan lengkap
bh. /Menekoordinir pemchharaan prasarana dan' xXx

alta pelayanan umum z 5 kegiatan|terdokumcnlasi .
Cc. Mengkoordinir pemeliharaan prasarana dan

| x
jasitias pelayanan umum untuk 3-4 kegpatan | |

d. Mengkoordmir pemehharaan prasarana dan| | x
|. fembitaspelayanan umum untuk 1-2 kegiatan AnLo Tidak mengkoorditur pemeliharaan prasarana Xx

dar fagitas umum ,

peregak

Ah

0. Mengekoordnur kegatan pemerintahan £ 5 ZX

kegatan terdokumentass dengan lengkap,” ”|

b. Mengkoordinir kegiatan pemerintahan 2 5 x
kegiatan terdokumentam
c. Mengkoordinir kegiatan pemerintahan 3-3 4 NN

kemalan INN .
d. Mengkoordinz kegiatan pemerintahan 1-7 z

krpirtan oo l |
.

er. Titak mengkoordinir kegintan pemerintahen | La i



Membina penyelenggaraan
—

Pemerintahan
Desa/Kelurahan 2 5 kegiatan terdokumentasi

8 1

Pemerntahar Desa: Kefurahan

Melaksanakan pelavanan musyarakat yanp
tidak dapat dilakukan Desa/Kelurahan 2 5
kepiatan terdokumentesidengan lengkap

dengan lengkap
b. Membina penyelengparaan Pernerintahan

|... Desa) Kelurahan 25 kegiatan terdokumeniasi
c. Membina penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/ Kelurahan 3-4 kegiatan |.

d. Membina penyelenggaraan Pemerintahan
Desa Kelurahan 1-2 kegiatan

e. Telak membina penyelenggaraan x

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang
tdak dapat dilakukan Desa/Kelurahan : 5
kegiatan terdokumentasi
Melaksanakan pelayanan masyarakat yang
tidak dapet dilakukan TLesa/ Kelurahan 34

| /j/kegiatan
Melaksanakan pelayaran masyarakat yang
tidak dapat dilakuken Desa/Kelurahan 1-2
kegiatan

, Tidak melaksanakan pelayanan masyarakat
yare tdak dapat dilakukan Desa, Kelurahan

3. PELAKSANAAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
BIDANG

| SANGAT

Mcngeluarkan
p

perizinan 2 fxsetahun
Mengeluarkan perizinan 67 xsetahun

00... Mengeluarkan rekomendasi 5-7 x setahun

Mengeluarkan perizinan 4-3 x setahun
Mengeluarkan perizinan 1-3 x setahun
Tidasmengelnarkan rinan

PPMan ALAN Apaan! ba me

Mongelusrkan Rekomenjasi
a. Mengeluarkan rekomendag » 7z setahun

c. Mengetuarkan rekomendasi 4-5 x setahun
d. Mengeluarkan rekomendasi 1-3 x setahun
Ce Tidak menseluarkan rekomendasi

“Kepsek Koordinasi
—

a. Melakukan koordinasi » 7 x setahun
dengan msiansi/ Badan Desa Kelurahan

b.
Melakukan koordinasi 6-7 xXx setahun

Cc. Melakukan keerdinasi 4-5 x setahun
dengan instans:/ Badan/ Desa/ Keiurahan

dl. Melakukan koordinasi 1-3 Xx setahun
dengan instans:/Badan Desa Kelurahan

€&. Tidak melakukan koordinasi

2

.
'K

10)
6

“3

stansi/Dadan/ Desa /Kelurahan



& Melakukan pembinaan » ? x setahun baik
pada Pemerintahan Desa, administrasi
Desa, Kepala Desa/Kelurahan dar
Peramteka! Desa / Kelurahan atan 3PD

h. Melakukan pembinaan 6-7 x setahun baik
pada Pemerintahan Desa, adininistrasi
Desa, Kpada Desa/Kelurahan dan
Perangkat DesaKelurahan atau BPI

TC. Melakukan pembinaan 4-5 x setahun baik
pada Pemerintahan Desa, administrasi
Besa, Kepaia “Desa/Kelurahan dan
Perangkat Desa, Kelurahan atau BPD

d. Melakukan pernbinaan 1-3 x setahun baik
pada Pemerintahan Desa, administrasi
Desa, Kepala Desa/kelurahan dan

Perangkat
Desa Kelurahan atau BPI)

Titak elakokan koordingsi

a. Melukukan pengawasan 2 7 x setahun
seauai kewenangan Camat

b. Melakukan pengawasan 0-7 3 setahun
sesugi kewenangan Camat

Cc. Melakukan pengasasan 45 x setahun
meuai kewenangan Camat

d. Melakukan pengawasan 1-3 x setahun
sesuai kewenanganLamar

£ Tidak pernah melak ukan pengawasanaa

f7 x setahunsesuai dengan kewenangan

—
x

Parilibd DSIklan Pernggwaaran - ain ra —
a. Melakukan Gamitasi sejumlah kegiatan -

Lx setahun sesuai dengan Kewenangan
b. Melakukan fasilitam sejumlah kegiatan x
r. “Mata ka ikan fasilita&:

Japet Penetapan

d, Melakukan|penetapan 1-3 £ setahun

sejumlah kegiatan x
4-5 x setahun sesuai dengankewenangan

d. Melakukan fasilitasi sejumlah kegiatan 4
1-3 x setahun sesuai dengan kewenangan INN

p». Tidak melakukan fasilitasikematan | KK ,awMa 5 “——— ae— ar

elaknkan Koodigat oo ”— — Sa La —

| & Melakukanpenetapan s5 7 x setahun"— Melakukan penetapan 6-7 x setahun Xx 0
Cc. Melakukanpenciapan 4-5 x setahun xXx

x
Pr “Tidak

melatotan r

menei:
an
ya

a Terpenuhi 7

PATEM, “jayoul, nomor dan tempat
pengaduan serta TLang IUnggu dan parkir.

“eyarat/ prosedur dan
terdokumentasi dengan lengkap:- SK Tun PATEN:
- Aidianya Pelmtihan:
- Adanya SOP: dan

Adanya Visi, Misi dan Motto, publikasi

b. Terpenuhi 7 syara / prosedur dan
terdokurmentas:

SK Tun PATEN,
-— Adanya Pelatihan:
- Adanya SOP: dan
- Adanya Visi, Misi dan Motto, plblikasi

PATEM, layout, nomor dan tempat
pengaduan gerta ruang tunggu dan parkir.

Jarpak Ye

IEH



DN Melakukan Penyelenggaraan

menyelenggarakan kematan'AE nentuSa
kegiatan » 7 x setahun

1 P3 3 4 5 5
Cc. Terpenuhi 4-6 syarat/prosedur : x

- SK Tim FATEN,
Adanya Pelatihan:

- Adanya SOP: dan
- Adanya Visi, Misi dan Motto, publikasi

PATEM, layout, nomor dan empat
pengaduan serta ruang tunggu dan parkir.

d.
Terpenuhi

1-3 syarat/prosedur: z
BK Tini PATEN,

- Adanya Pelatihan:
- Adanya SO: dar

Adarya Visi, Misi dan Metto, publikasi
PATEN, tayout, nomor dan tempat
pengaduan serta ruang tunggu dan parkir.

e. Tidak terpenuhi salah satu persyaratan x
4. PENTELEMGOGAKAANTUGAS LAINNYA

BIDANG SANGAT| BAIK | CUKUP | KURANG | TIDAK
BAIK | (80) | Bam BAIK BAIK
1207 79 150) 10)

1 2 3 bi 5 5
1) Fenyelenggaraaan kegiatan tertente
l.iI. Menerinya kewenangan dalam menyeknggarkan kegiatan tertentr
a. Menerima kewenangan dalam Xx

menyelenggarakan kegiatan tertentu » 7
bh. Menerima kewenangan dalarn x

menyekmeparakan kegiatan tertentu 6-7
Cc. Menerima kewenangan dalam x

menyelenggarakan kedatan tertamity 4-5
d. Menerima kewenangan dalam z

menyeintigoarakan kegiatan tertentu 1-
&

e. Tidak menerima kewenangan dalam :4

a. Terpenuhinya6
terdokumentasi

dengan enekap:
sekimiahkegiTan

syarat Musrenbang dan

Adarya penyusunan jadwal dan agenda
Musrenbang:
Memantau Musrenbang:
Mengumumkan jadwal, agenda dan tempat
Muarenbang:
Merangkum seleruh hasil Muarenbeng
Desa/ Kelurahan,
Merangkum daftar usuan kegatan
Musrerhang d: Keramatan: dan
Merangkum berita acara hasil
Musrenbang

b. Melakukan penyelenggaraan ajumlah x
kegiatan6-7 x setahun KE .

c. Melakukan penyelenggaraan sejumlah Xx

kepiatan 4-5 x setahun
d,. Melekukan penyelenggaraan sejumlah z
kepalan 1-3 x setahun

ce. Tidak melakukan penyelenggaraan x



1
k. Tersenuhinya 6 syarat Musrenbang dan

terdokumerntasi :

Adanya penyusunan jadwal dan apenda
Musreebang:
Memantau Musrenbang:
Mengumumkan jadwal, aproda dan wmpat

|

Musrenbang:
Merangkum seluruh basil Musrenbang
Desa, Kelurahan,
Merangkum dafar usulan kegiatan
Muarenbang di Kecamatan, dan
Merangkin Dena acara

Musrenbanp.
hasil

pe
1

c. Hanya terpenuhi 4-5 dari 6 syeret dalam
0 proses Musrenbang

Hanya terpenubi 1-3 dari 6 ayarat dalam
proses Musrenbang

d.

1

C. Tidak terpenuhi seluruh persyaratan dalam
proses Musrenhen

Terpenuhinya 7

4

ayaral penyelenggaraan
bidang kebersihan dan terdokumentasi dengan

lengkap
:

Adanya SK Tim Perwelola Kebersihan:
Adanya SOP:
Adanya program,
Adanya fasilitas:
Kirbatkannya Kepkna Desa/Lurah,
Diibaikannya lembaga kemasyarakatan:
dan
Dilrbatkannya masyarakat.

Terpenuhinya 7 eyarat penyelenggaraan

ridang
kebersihan dan terdokumentasi:

Adanya SK Tim Pereelala Kebersihan,
Adanya SOP.
Adanya program:
Adanya fasilitas:
Dilibarkennya Kepala Desa Lurah,
Dilibatkannya lembaga kemasyarakatan,
dan
tilibetkarnya manyarakat.

Terpenuhinya 445 syara! dari:
Adanya SK Tim Pengelola Kebersihan,
Adanya SOP
Adanya program:
Adanya fasilitas:
Uhlibaikannya Kepa!a Tresa/ Lurah:
Lilibatkannya Jlembaga kemasyarakatan:
dan
Dilibatkannyamasyarakat.

Terpenuhinya 1-4 syarat dari:
Adanya SK Tim Pengelcia Kebersihan,
Adanya SOP:
Adanya progrhiD:
Adanya fasilitas,
Iihbatkannya Kepala DesaLurah:
palibarkannya lembaga kemasyarakatan:
dan
Iilibatkannya masyarakat.

Tidak terpenuhinya seluruh syarat dari:
Adanya SK Tim Pengekia Kebersihan:
Adanya SOF:
Adanya program:
Adanya fasilitas:
Iitibatkannya Kepala Desa/ Lurah:
Dilibatkannya lembaga kemasyarakatar:
dan
Dilibatkannya masyarakat.

&.

Pp

fl

.



Cc. Adanya 4-5 dari syarat diatas terpenuhi
d. Adanya 1-3 dari syarat diatas terpenuhi
P.

Fepenuubinya 7 syarat penvelesajan konfiik
dan terdokumentasi dengan kenpkap:- AMtanya SK Tan Mediator:
- Adanya SOP
- Adanya pengarahan:
- Adanya monitoring:

Adanya laporan:
« Adanva evaluasi, dan
- Adanya kesepakatan dari pihak yang

kerkonftik.
Terpenuhinya 7 ayerat penyelesaian konflik
dan terdokumentasi:

Adarya SK Tim Mediator
. Adanye SOP:
- Adanya pengarahan:
- Aranya monitoring

Adanya laporan,
- Adanya evaluasi: dan
- Adanya kesepakatan dar pihak yang

berkonftik.

Anniik tidak dHanbani

Terpenuhinya 7 syural penanganan darurat
bencana dan terdakumentasi dcagan lengkap:

Adanya SK Tim Bencana:
Adanya SOP,
Adanya pengarahan,- Adanya monitoring,
Adanya laporan:
Atartya evalues: dan
Adanya indakar penanganan.

5. Terpenuhinya 7 syarat penanganan darurat
bencana dar tondokumentasi :
- Adanya SK Tim Bencana:
- Adanya SOP:
Adanya pergarahan:
“Adanya monitoring:
- Adanya laporan,
- efanya suajuasi: dan

Adanya bndakan penanganan.
c. Dilakukannya 4-65 dari 7 syarat penanganan

bercana L
d. Diiakukannya 1-3 dari 7 syaral penanganan

bencana
e. Penanganan bencana tidak dilakukan

-



5. INOVASI CAMAT TANG TERKAIT DENGAN FENYELENGGAKRAANPELAYANANW
3pCc

| BIDANG BANGAT| BAIK | CUKUP| | TIDAE|BAIK | (80) | BAIK BAIK RarK
190) 1701 (S0) 10)

1 z 3 4 bj b
X) Inwesal Kecamatan
a. Inovesi sudah diterapkan, di SK kan, dibiayai xXx

meardii dan sudah diusulkan ke Pemerintah
Kabupaten) Kota

b. Inovasi sudah diterapkan, di SK kas, dibiayai x
mandi psamun belum diusulkan ke
Pemerintah Kahupaten/ Kota

Ig. Inovasi andah diterapkan dan difiayai mandin x
|d. Inovasi hanya bersifat ide atau konsep Xx

Je. Tidak ada inovasi x



Lampiran Il
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR LO TAHUN 2021
TENTANG PENINALAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN Di KABUATEN INDKAGIRI HILIR

FORM PENILAIAN TIM EYALUASI KINERJA KEAMATAN
KABUPATEN INORAGIRI HILIR

Kecamatan:
BANGAT | BAIK | CUKUP | KURANG | TIDAK

BIDANG BAK B3 BATE BAIH BAIK
(20) 170) (60) ta

0 1 2 3 & 5 6
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA (BKPSDM)

|deparat/leriteria Camat sebagai Kepala Pemerintahan)
& Pendidikan

. 52
Lo» S/D
b. Kepangkatan

2 Pembina Tingkat TIV/bl
« Perbina (Y/aj
« Penata Tmekat 1 (IO/d)

€- Diklat Pim ill 0.

d. Keakiilan ndak tanjut permbanaan

Oo

Kecamatan |...

BANGAT | BATK | CUKUP | KURANG
| TIDAK

BIDANG BAIH i80| BAIE BAIK RAIH
(20) (7oj 160j 9

1 A2 3 4 5 8
BADAN FERERCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
fnyarat/kriteria Camat sebagai Pengguna Anggarani
B. Penyusunan FKAK
|b.Peryusunan Pelaksanaan Anggaran
c. Kemampuan membuat perjanjian sesuai

| o— anggaran ——

0. Penyelenggaraan Musrenbang
ce. Ingam

Kecamatan :

BANGAT | BAIK | COKUP | KURANG | TIDAK
BIDANG BAIK sa BAIH BAIK BAIK

(Ig (To) (s7) 10)
1 2 3 4 8s 5

BADAN KEUANGAN DAN ABET DAERAH (EKAD)
deracattoriteria Camat sebagai Pengguna Anggaran)
a. Kemampuan mengelola utang dan pibiang
b. Kemarpuan mengelola barang kekayaan

c. Kemampuanmenyusun keuangan
d. Melaksanakan tugas Pengguna

Angesran/ Barang sesuai dengan kuasa yang
diterima

ce. Menyampaikan SPJ fungdonal dan data
transaksi usulan tepat waktu sesuai ketentuan

IL Kemampuan dalam menyusun Rencana
Anggaran Kas

2g. Menyempaikan laporan keuangan sesuai
dengan ketentuan

h. Menyampaikan dan melaporkan asset (Barang
Milik Daerah) sesuai dengan ketentuan

T

dacrab



Kecamatan "

SANGAT | BAIK | CIKUP | KURANG| TIDAK
BIDANG BAIK | (60) | Bam BAIK BAIK

(20) 170) (s0) (0)
1

| 23 La 4
|

5 5
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG (PUTRI)
(Coordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umam
a. koordinasi

oo
dalam pembangunan dan |

pmppunaan fasilitas umum dalam wilayah
|

bh. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan
| | |

kera Camat,

fasilitapelayanan umum

SANGAT | BAIK | CUKUP | EURANG| TIDAK
BIDANG BAIK | 180) | Baik | BAIK BAIK

(201 17oj (s0) (Ol
1 F: 3 4 3 6

BADAN EESATUAN BANGSA DAN POLITIE (BEBP)
Kompetensi Camat dalam penyelenggaraan PemerintahanUnmul

— Koardinasi

masyarakat:

dengan
menciptakan bcteriteraraan /keteribat dalam

Cc Peryeksaian konflik

a. Koordnasi dengan Koramil dalam mengptakan
—— ketahananserta ancaman,

kepolisian dalam

—
SANGAT| BAIK

|
CUKUP KURANG| TIDAK

BIDANG BAIK | (80) | BAIK | BAIK BAIK
190) 170) (60) 10)

1 2 3 4 s 6

2.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA IBATPOL PP)
|(Koordinasi kegiatan ketesteraman dan ketertiban)

Menyelenggarakan kovrdmasi bidang

b.
ke tenteraman:
Koordinasi penerapan dan penegakan
peraturan perundang-undangan

BANGAT | BAIK | CUKUP | KURANG | TIDAK
HIDANG BAIK iB0) BAIK BAIK BAIE

470) (7Oj tagj (9
1 z 3 “ 5 6

Kecamatan

DIMAS PEMBERDATAAN MASYARAKAT DAR DESA (PMD)

Koordinasi
Pemberdayaac Mayarakat

Menyelenggarakan koordinasi Pemberdayaan
Masyarakat:
Pembinaan penyekenggaraan Pemerinttzhan
Desa Kelurahan

Pelaksanaan | pelayanan masyarakat yang

€.

Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa,
administrasi Desa, Kepala Desa/ Kelurahan
dan Perangkat DesaKelurahan/BPD
Verifikasi APHDrg

£.
Iktak Ca

Kecamatan

3

Kecam
SANGAT | BAIK | cOKUP | KURANG | TIDAK

YIDANG BAIK (80) BAIK BAL BAIK
(90 tToh iso) 1G)

k f2 3 & | 5 5
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PMPTSPj
Peririnandan Hon Perisinan)
a. Mengeitarkan perrinan |

b. Mengetuarkan rekomendasi:



Kecamatan -

Kecamatan |

Kecamatan '

Cc. Ketepatan «akta penyampaian laporan
penduduk yeng menimepal dunia dan prndah

BANGAT | BAIK | CUKUP | KURANG | TIDAK
BIDANG BAIK (B9) BAIK BAIK BAIK

120) TM 120) 10)
1 2 4 4 5 &

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEERETARIAT DAERAH
| Penyampaian iaporan :

BA. ketepatan waktu penyampaian laporan
kependudukan

b. Ketepatan waktu penyampaian laporan

d. Ketepatan waktu penyampaian laporan
pelakeanaan PATEN

€, Ketepatan waktu penyampaian LKPJ dan
LPPU

Koordinasi peryelenggaraan pemerintahanNN
Koordinaai penyelenggaraan @irministrasi
pemerintahan dan administraai kewilayahan

BANGAT | BAIK | CUKUP , KURANG | TIDAK
BIDANG BatK | 480 | park | Bara | san

(og) 470) 160) £0)
1 2 3 d 5 5

BADAN PENANGGULANGAN BERCANA DAERAH (BPBD)
(PenangananDarurat Bencana)
Ba. Koordinay delam penanganan bencana alaro

dar non alam,

Keca
BIDANG SANGAT| BAIK | CUKUP | KURANG | TIDAE

BAIK | (80) | BAIK BAIK BAIK
ISO) (70) (SO) to)

1 2 2 4 5 Li

| DINASDUKPENCAFILa. Koordinasi datn administrasi kependudukan
bh. Menjalankan proeram Nasi Uduk

SANGAT | BAIK | CUKUP | EURANG | TIDAK
BIDANHG BAIK | (80) | BarK BAIK BAIK

(20) 707 isO) 19)
z 2 s 4 s 6

|INSPEKTORAT DAERAH
a. Akuntabilitas, Kinerja dan koordinasi

SANGAT | BAIK | CUKUP | KURANG | TIDAK
BIDANG BAIK | 1890| | BAIK BAIK BAIK

1901 (70) (6G) 10)
1 2 3 4

E£
6

“BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
a. Koordinasi penerapan dan penegakan

peraturan perundang urdangan

Kecamatan

3

haran Camal



LAMPIRAN BERITA ACARA PENILAIAN EYALUASI KINERJA KECAMATAN
HABUPATEN INDRAGIRI HELIR TAHUN ......

ROMOR :
merarinraaar

Pada hari ini, tanggal, ... bulan tahun , Tim Penilaian Evaluasi Kinerja
Kecamaian Kabupaten Insiragiri Hilir Tahuna ...... :

1. Yama Tmn Peniliai 1 Ketua
2. Rarna Tim Periliai : Sekretaris
3. Nama Tim Peniliai 1 Arypota
3. Raat Tim Penoilia: : Jungula
5, Nama Tiri Pernifiai : Anggota
65. Nama Tim Penikiai : Anggota
7. Nama Tim Penilai : Anggota

Berdasarkan Keputisan Buat Indraan Ndr Nomor RKpta.../.../HK- tentang
Pemberiukan Tim Dan Sekretariat Tim Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Kabuapten
Indragiri Hilir Tahun ....... Selaku Tim Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan tejah
melakukan Penilaian Kinerja Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir ke
kKeromalan....... dengan hasi! sebagaimana us ap pir.

Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebapaimana mertinya.

TIM PENILAI
EYALUASI KINEFJA KECAMATAN

BKAHUPATEN INDRAGIRI HAIR TAHUN .....
Ertas,
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